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KEBIJAKAN AKUNTANSI  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE 
 

AKUNTANSI PIUTANG 

 
 
PENDAHULUAN  
Tujuan  

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu 
disajikan dalam laporan keuangan.  

 
Ruang Lingkup  
2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang 

dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan 

dengan basis akrual.  
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pemerintah daerah 

yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan 
pengungkapannya.  

4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan 
Pemerintah Kabupaten Majene, termasuk BLUD tetapi tidak termasuk 
perusahaan daerah.  

 
DEFINISI  
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan 

pengertian:  
 
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 
 
Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, 
perjanjian atau sebab apapun. 

 
Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak 
tertagih setiap akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase 
tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. 

 
KLASIFIKASI PIUTANG 

6. Piutang diklasifikasikan menjadi:  
a) Piutang Pendapatan, terdiri dari: 

1) Piutang Piutang Pajak Daerah; 
2) Piutang Retribusi; 
3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 
4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
5) Piutang Pendapatan Lainnya; 
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b) Piutang Lainnya, terdiri dari: 
1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ; 
2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas 

Lainnya; 
3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran ; 
4) Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

 
Piutang Pendapatan Dari Pungutan 
7. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintah daerah pada umumnya 

terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian 
pinjaman serta transaksi lainnya   yang   menimbulkan   hak  tagih   
dalam   rangka   pelaksanaan   kegiatan pemerintah daerah. Piutang atas 
Pungutan pendapatan daerah terdiri atas: 
a) Piutang Pajak Daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan 

pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode 

laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam 
laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang hingga akhir periode belum 
dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi 
SKPD yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP).  

b) Retribusi daerah;  
Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau 
jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila 
sampai tanggal laporan keuangan terdapat Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) yang belum dilunasi. Berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis  retribusi 
daerah berdasarkan objeknya terdiri dari: 
1) Jasa umum; 
2) Jasa usaha; dan 
3) Perizinan tertentu. 

c) Pendapatan asli daerah lainnya. 
Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat 
terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian 
laba BUMD dan lain-Iain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak 

dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan 
aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya. PAD lainnya 
ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan yang akan dibahas 
dalam sub bagian tersendiri. 

 
Piutang Pendapatan dari Perikatan  
8. Perikatan, terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah daerah 

dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian 
pinjaman, jual beli, pemberian jasa, kemitraan dan transaksi dibayar 
dimuka. 
a) Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan 

adanya pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada  
pemerintah  lainnya,  perorangan,  BUMD, perusahaan swasta, atau 
organisasi lainnya; 
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b) Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi 
pemindahtanganan  barang milik daerah yang dilakukan melalui 
transaksi penjualan  tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan 

atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran 
maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran 
dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang 
memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlakupemberian pinjaman timbul; 

c) Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya 
pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
dan/atau dikuasai  pemerintah daerah,  instansi  pemerintah daerah 
diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan 
prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah 
(BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO). Hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah 

perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah daerah timbul jika terdapat 
hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai 
dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang 
bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan 
inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca;  

d) Piutang karena pemberiaan fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan 
adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak 
lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk 
melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam 
pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah daerah berhak 
untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak 
tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus 
dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak 
pemerintah daerah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan 
per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui 
sebagai piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang 
termasuk dalam klasifikasi piutang ini adalah Piutang Fasos fasum; 

e) Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan 
terdapat perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, 

yaitu penyediaan jasa  yang terkait dengan kinerja yang disepakati 
untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah daerah harus 
melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada   akhir   
periode   pelaporan   belum   diserahkan,   maka  selisih pembayaran 
yang  belum diserahkan  prestasinya tersebut pada akhir periode 
pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya 
Dibayar Dimuka. 

 
 
Piutang Lainnya 
9. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang 

berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang yang berasal dari 
pungutan pendapatan daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, dan 
Piutan Pendapatan lainnya. 
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Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah 
yang belum ditagih.  

 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 
10. Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak 

dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau 
penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada 
pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan 
pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan 
disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan 
Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran 
jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini 
dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh 
tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk 
tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan 

angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan 
angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang 
diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.  

11. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal 
yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam 
waktu satu tahun. 

 
Bagian Lancar Pinjaman ke BUMD dan Lembaga Lainnya 
12. Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak ketiga 

dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada 
BUMD dan Lembaga Lainnya. Pinjaman tersebut dikembalikan atau 
dibayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian Lancar Pinjaman 
kepada BUMD dan Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi piutang 
Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya yang jatuh tempo dalam 
tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk 
tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman 
kepada BUMD dan Lembaga Lainnya akan mengurangi perkiraan 
Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya bukan Bagian Lancar 

Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya.  
13. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Internasional dicatat 

sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar 
piutang. 

 
Piutang dari Kerugian Daerah 
14. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan 

Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi 
dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun 
bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau 
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan 
Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena 
lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.  
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15. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini 
dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui 
pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara 

damai, maka setelah  proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat 
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang 
bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan 
Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk 
jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan 
sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima 
dalam waktu 12 bulan mendatang.  

 
16. Sebaliknya,  apabila  pihak yang  bersangkutan  memilih  menggunakan 

jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang 
ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan 
Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah 

sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
 

17. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang 
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang 
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, 
wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti 
kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Biasanya TP/TGR ini 
diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) 
sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain 
aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya 
TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi 
ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan 
kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam 
waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.  
18. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu 

sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu 
satu tahun. 

 
PENGAKUAN PIUTANG DARI PUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH 
19. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah 

lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat 
diakui sebagai  piutang harus memenuhi kriteria: 
a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau 
b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. 

20. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:  
a) self assessment, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung 

pajaknya sendiri; dan  
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b) penetapan secara official oleh dinas pendapatan. 
21. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, 

setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan 
tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (non-SKP). 
Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai  ketentuan  
perundang-undangan  perpajakan  dan diberitahukan melalui Surat 
Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait 
atau besar nilainya piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak 
yang belum dilunasi oleh wajib pajak. 

22. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan 
wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang 
ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar 
penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan 

Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPBM). 
23. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai 

pendapatan,  namun ketetapan  kurang  bayar dan  penagihan akan 
ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat 
diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan 
dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu 
pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya. 

24. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh 
Badan Pendapatan Daerah, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak 
Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang 
dikeluarkan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak. 

25. Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi 
tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara Badan Pendapatan 
Daerah dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. 
Suatu piutang pajak yang dibawa ke lembaga peradilan pajak yang 
menangani proses keberatan atau banding, piutang pajak tetap dicatat 
sebagai aset pada Satuan Kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo 
piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari lembaga 

peradilan yang menangani pajak. 
26. Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari 

berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang 
kurang setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada 
Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan 
pajak yang harus dibayar dari Badan Pendapatan Daerah, maka 
pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang, 
sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai 
utang dalam kewajiban jangka pendek. 

 
Piutang Pendapatan Daerah Selain Pajak 
27. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak 

banyak sekali jenisnya. Di lingkup pemerintah daerah antara lain terdapat 
piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah 
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dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya 
sewa kios pasar. 

28. Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi 

apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat 
penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode   
pelaporan   masih   ada   tagihan   pendapatan   yang   belum   ada surat 
penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang 
tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk 
menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui 
piutang, untuk disajikan di neraca. 

29. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya Dinas Pasar yang 
mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada 
akhir periode pelaporan. Dokumen dasar yang digunakan dalam 
pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
(SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. 

Untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran 
dokumen pengakuan piutang berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran 
Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama 
dengan SPARD. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan 
yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah 
Daerah untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah 
diberikan oleh Pemerintah Daerah atau layanan telah diterima oleh Wajib 
Retribusi.  

30. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku 
telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam 
RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor 
ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan 
tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir 
tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMN/D. 

31. Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan 
dilimpahkan ke Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini, OPD yang 

mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut sebagai asetnya di 
Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan 
mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya ke institusi yang 
ditunjuk untuk melakukan proses penagihan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

32. Penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang 
telah   dihapusbukukan tersebut,  tetap harus dipelihara pencatatannya 
secara ekstra komptabel. 

 
PENGUKURAN PIUTANG DARI PUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH  
33. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui 

setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang 
tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena 
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ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya 
piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah 
oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib  

ada   keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah 
daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan 
yang bersangkutan. 

34. Pengukuran  piutang   pendapatan  yang   berasal  dari  peraturan  
perundang- undangan adalah sebagai berikut: 
a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi berdasarkan surat 

ketetapan yang diterbitkan; 
b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang 

telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang 
mengajukan banding; 

c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang 
masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh 
lembaga yang menangani peradilan pajak; 

d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable 
value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang 
tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur 
oleh Pemerintah daerah. 
 
 

PENGAKUAN PIUTANG DARI PERIKATAN 
35. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan 

sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari 
pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, 
dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila 
memenuhi kriteria: 
a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan 

kewajiban secara jelas; 
b) Jumlah piutang dapat diukur. 

 
PENGUKURAN PIUTANG DARI PERIKATAN 
36. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari 

kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan 

nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.  
37. Piutang  dari  penjualan  diakui  sebesar  nilai  sesuai  naskah  perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.  
38. Piutang   kemitraan yang   timbul   diakui   berdasarkan   ketentuan-

ketentuan   yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 
39. Piutang/imbalan fasilitas/jasa yang timbul diakui berdasarkan pemberian 

fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode 
pelaporan. 

 
PENGAKUAN PIUTANG DARI KERUGIAN DAERAH 
40. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus 

didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), 
yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan 
cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan 
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tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab 
seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila  
penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan  melalui jalur pengadilan, 

pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 

 
PENGUKURAN PIUTANG DARI KERUGIAN DAERAH 
41. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut: 

a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam 
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke 
depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah 
ditetapkan; 

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 
atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. 

 
PENYAJIAN PIUTANG 

 
Piutang disajikan di neraca sebagai Aset Lancar disertai nilai penyisihannya.  
Ilustrasi penyajian piutang di neraca adalah sebagai berikut: 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20XX 

    
ASET KEWAJIBAN 

Aset Lancar    Kewajiban Jangka Pendek    

Kas dan Setara Kas  xxx Jumlah Kewajiban Jk. Pendek  xxx 

Investasi Jangka Pendek      

Piutang  xxx Utang Jangka Panjang  xxx 

Penyisihan Piutang  (xxx) Jumlah Kewajiban Jk. Panjang  xxx 

Persediaan  xxx   

Jumlah Aset Lancar  xxx Ekuitas  xxx 

JUMLAH ASET xxx Jumlah Ekuitas  xxx 
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PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH, KUALITAS PIUTANG, 
PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN  PIUTANG 
 

Penyisihan piutang tak tertagih dan Kualitas Piutang 
42. Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih 

yang dapat direalisasikan (net realizable value) dengan melakukan 
penyisihan piutang tak tertagih.  

43. Kebijakan penyisihan piutang tak tertagih harus dirumuskan dengan sikap 
penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan 
ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang 
yang ada pertanggal neraca. 
Penyisihan  piutang tak tertagih bukan  merupakan penghapusan  
piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu 
dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama 
piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

44. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang 
sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-
betul diharapkan Lancar. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak 
tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan 
melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang   yang   masih   
outstanding. 

45. Kualitas Piutang adalah kemungkinan ketertagihan piutang yang diukur 
berdasarkan umur piutang pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan 
mempertimbangkan sekurang-kurangnya: 
a) Jatuh tempo Piutang; dan 
b) Upaya penagihan. 

46. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:  
a) Kualitas lancar,  
b) Kualitas kurang lancar,  
c) Kualitas Kurang Lancar, dan 
d) Kualitas Macet. 

47. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara 
pemungut pajak yang terdiri dari:  
a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan    
b) Pajak  Ditetapkan  Oleh Bupati (official assessment) 

48. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar 
Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan: 
a) Kualitas Lancar, dengan kriteria: 

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 
2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 
3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau 
4) Wajib pajak likuid; dan/atau  
5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 
1) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung 

sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; 
dan/atau 
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3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 
4) Wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 
5) Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. 

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 
1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau 
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal tagihan kedua belum melakukan pelunasan; 
dan/atau 

3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau 
4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 
5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d) Kualitas Macet, dengan kriteria: 
1) Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau 
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; 
dan/atau 

3) Wajib pajak bangkrut atau meninggal dunia; dan/atau 
4) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure) 

 
49. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan  

oleh Bupati (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: 
a) Kualitas Lancar, dengan kriteria: 

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 
2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau 
3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau 
4) Wajib pajak likuid; dan/atau 
5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.  

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 
1) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; 
dan/atau 

3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 
4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.  

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 

1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau 
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; 
dan/atau 

3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau 
4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d) Kualitas macet, dengan kriteria: 
1) Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau 
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; 
dan/atau 

3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau 
4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 
5) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure) 
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50. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan: 
a) Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan 

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; 

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan 
pelunasan; 

c) Kualitas Diragukan,  apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan 
pelunasan; dan  

d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau 
piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan 
piutang negara. 

51. Penyisihan Piutang ditetapkan sebesar: 
a) Kualitas Lancar sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari piutang 

dengan kualitas lancar; 

b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang 
dengan kualitas Kurang Lancar;  

c) Kualitas Diragukan 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan 
kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai 
barang sitaan (jika ada); 

d) Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas 
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan 
(jika ada).  

52. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan  piutang disajikan dalam 
catatan atas laporan keuangan (CaLK).  

53. Tabel daftar umur piutang (aging-schedul) : 

No Kualitas Umur (tahun) 

1 Lancar <1 

2 Kurang Lancar >1 s.d. 2 

3 Diragukan >2 s.d. 3 

4 Macet >3 

 
 

Penghentian Pengakuan 

54. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan 
bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara 
umum penghentian pengakuan piutang dengan cara pelunasan. 
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan 
dua cara yaitu: penghapusbukuan (write-off) dan penghapustagihan 
(writedown).  

55. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang 
berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang 
harus diperlakukan secara terpisah. 

56. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, 
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai 
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.  
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Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-
formil. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun 
pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh 

karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih 
dicatat secara ekstra comptabel dan masih harus terus ditagih secara 
intensif. 

57. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya 
tagih secara perdata atas piutang. Substansi hukum penghapustagihan 
mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). 

58. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan 
penghapusbukuan dan jumlahnya. 

 
Penghapusbukuan Piutang (write-off) 
59. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara 

penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan 
Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa 

menghapuskan hak tagih daerah. 
60. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut: 

a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada 
kerugian penghapusbukuan. 
1) Memberi gambaran obyektif tentang  kemampuan keuangan 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 
2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan 

ekuitas. 
3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-

hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya. 
b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari 

penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, 
sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan 
penghapusbukuan. 

c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi 
yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus 
buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan 
keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi 
untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas 
melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. 

61. Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat 
jumlah piutang secara ekstracomptabel. 

62. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah 
Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang. 

63. Penghapusan piutang oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap seluruh 
sisa piutang per debitor yang memiliki kualitas macet. 

64. Penghapusan piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

65. Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara 
mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tak tertagih 
sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. 
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66. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu 
diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor 

dan  tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya 
yang dianggap perlu. 

 
Penghapustagihan Piutang 
67. Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola 

agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. 
Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan 
konsekuensi ekonomik: kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak 
menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapus tagihan suatu piutang 
harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang 
menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara 
hukum dan ekonomik. 

68. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya 
penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal 
maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan 
menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.  

69. Sementara   itu,   instansi/satuan   kerja   yang   bersangkutan  tetap   
mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya 
masih dalam proses penagihan oleh satuan kerja lain yang diberi 
wewenang untuk melakukan penagihan. Setelah mekanisme penagihan 
tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan maka dapat 
dilakukan penghapustagihan. 

70. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara 
penghapusan piutang, penghapustagihan   ini   dikenal   sebagai   
Penghapusan   Secara   Mutlak,   yaitu menghapuskan   piutang   daerah   
dengan   menghapuskan   hak   tagih daerah. Penghapus tagihan diajukan 
setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan 
secara bersyarat (hapus buku atau write off). 

 
Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbuku dan dihapustagih 
71. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan dihapusbukukan 

atau dihapustagihkan, diakui sebagai pendapatan lain-lain. 
 

BESARAN PENGHAPUSAN PIUTANG 
72. Penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar 

rupiah) dapat dilakukan dengan keputusan Bupati, sedangkan 
penghapusan piutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 
dilakukan dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan 
DPRD. 

73. Mekanisme penghapusan piutang mengikuti ketentuan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

 
PENGUNGKAPAN CALK 
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74. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-
kurang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Informasi dimaksud dapat berupa: 

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam  penilaian,  pengakuan 
dan pengukuran piutang; 

b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;  
c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai 

piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara 
damai maupun yang dilimpahkan ke KPKNL. 

 


